
SALINAN 
 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 10 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN 

BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemanfaatan 

barang milik daerah yang efektif, efisien, terbuka, 
transparan, dan akuntabel telah ditetapkan Peraturan 

Gubernur Kalimantan Barat Nomor 104 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Barat; 

  b. bahwa guna menjamin tertib administrasi dan kepastian 

hukum pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik 
daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Barat maka Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2020 

perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;  

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 



 

 

 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6780); 

 

 

 

 

 

 

 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 



 

 

 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 350); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, 
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

  12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR 

NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2020 Nomor 140), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan 

atau digadaikan. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menambahkan 2 ayat yakni, diantara 

Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7, disisipkan (1) satu ayat, yakni ayat (1a), dan 
setelah ayat (2) Pasal 7, ditambahkan (1) satu ayat, yakni ayat (3), sehingga 

Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Mitra Pemanfaatan Pihak Lain meliputi:  

a. penyewa, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk 

Sewa;  

b. mitra KSP, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk 

KSP; 

c. mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam 

bentuk BGS/BSG; dan 

d. mitra KSPI, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam 

bentuk KSPI.  

 (1a)Peminjam pakai, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam  

bentuk Pinjam Pakai. 

(2) Mitra Pemanfaatan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) memiliki tanggung jawab:  

a. melakukan pembayaran atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

sesuai bentuk Pemanfaatan;  

b. menyerahkan hasil pelaksanaan Pemanfaatan sesuai ketentuan 

bentuk Pemanfaatan; 

c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik 
Daerah yang dilakukan Pemanfaatan dan hasil pelaksanaan 

Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

d. mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya 

pelaksanaan; dan 

e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian 

Pemanfaatan Barang Milik Daerah.  

(3) Peminjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1a) 

memiliki tanggung jawab : 

a. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik 

Daerah yang dilakukan Pemanfaatan; 

b. mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya 

pelaksanaan; dan 

 



 

 

 

c. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian 

Pemanfaatan Barang Milik Daerah. 

 

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 7a 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7a 

(1) Calon mitra KSP atau calon mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat menyusun 
proposal/studi kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek KSP atau 

BGS/BSG. 

(2) Calon mitra KSP atau calon mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang berstatus pemrakarsa/pemohon KSP atau 

BGS/BSG, dapat diberikan kompensasi: 

a. tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen); atau 

b. hak untuk melakukan penawaran terhadap penawar terbaik, 

sesuai dengan hasil Penilaian dalam proses tender. 

 

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1(satu) ayat yakni 

ayat (3), sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Pemilihan mitra BGS/BSG dan KSP dilakukan melalui tender. 

(2) Dalam hal objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan Barang 
Milik Daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan 

melalui penunjukan langsung. 

(3) Pemilihan mitra KSPI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 

Peserta calon mitra memasukkan dokumen penawaran sesuai dengan 
persyaratan dalam dokumen pemilihan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

setelah berakhirnya pengumuman. 

 

6. Ketentuan Pasal 37 ayat (5) diubah serta ditambahkan beberapa ayat baru 

sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 37 

(1) Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna 

Barang kepada Gubernur; 

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 

Pengguna Barang; dan/atau 

c. selain tanah dan/atau bangunan. 

 



 

 

 

(2) Objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat meliputi ruang di bawah 

tanah dan/atau di atas permukaan tanah. 

(3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 

Gubernur. 

(4) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 

persetujuan dari Pengelola Barang. 

(5) Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi: 

a. badan usaha milik negara/daerah; 

b. perorangan; 

c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah; dan/atau 

d. badan usaha lainnya. 

(6) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi: 

a. persatuan/perhimpunan pegawai ASN/Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

b. persatuan/perhimpunan istri pegawai ASN Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 

c. unit penunjang kegiatan lainnya. 

(7) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, 

antara lain: 

a. persekutuan perdata; 

b. persekutuan firma; 

c. persekutuan komanditer; 

d. perseroan terbatas; 

e. lembaga/organisasi internasional/asing; 

f. yayasan; atau 

g. koperasi. 

(8) Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada Pihak Lain, 

dengan persetujuan: 

a. Gubernur, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; atau 

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

(9) Penerusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan 

dengan ketentuan: 

a. Jangka waktu penerusan Sewa paling lama sampai dengan 

berakhirnya jangka waktu Sewa; 

b. dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang memiliki kelompok 

jenis usaha yang sama dengan penyewa; 

 

 



 

 

 

c. penyewa menyampaikan informasi tertulis atas pelaksanaan 

penerusan Sewa; 

d. pemilihan pihak penerima penerusan Sewa dilakukan oleh 

penyewa; dan 

e. pihak penerima penerusan Sewa tidak dapat melakukan 

penerusan Sewa Barang Milik Daerah kepada Pihak Lainnya. 

(10) Format Surat Persetujuan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan 

Gubernur ini. 

 

7. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 38 

(1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah lebih dari 1 (satu) tahun 
sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan 

dapat diperpanjang. 

(2) Pelaksanaan Sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: 

a. kerja sama infrastruktur; 

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu 

Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau 

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. 

(4) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dalam rangka kerja sama 

infrastruktur, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling 

lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. 

(5) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. 

(6) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan lain dalam 

Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

dilakukan: 

a. mengikuti ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Undang-

Undang; atau 

b. paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam hal jangka waktu tidak 

diatur dalam Undang-Undang dan dapat diperpanjang. 

(7) Jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) Kegiatan dengan karakteristik usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Gubernur. 

 

8. Pasal 39 dihapus. 

 

 

 



 

 

 

9. Ketentuan Paragraf Ketiga bagian Keenam BAB diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Paragraf Ketiga 
Besaran Sewa 

 
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 40 

(1) Besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur: 

a. untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 

dan 

b. untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau 

bangunan. 

(2) Besaran Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran 

nilai nominal Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan. 

(3) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk KSPI sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) 

tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dapat 
mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis 

infrastruktur. 

(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan 

membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar 

(willingness to pay) masyarakat. 

 

11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 41 

Besaran Sewa Barang Milik Daerah merupakan perkalian dari: 

a. tarif pokok Sewa; dan 

b. faktor penyesuai Sewa. 

 

12. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 42 

(1) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
huruf a berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai wajar atas 

Sewa dari hasil Penilaian oleh Penilai. 

(2) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
huruf a berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tim yang 

ditetapkan olehGubernur atau menggunakan Penilai. 

 

 

 

 



 

 

 

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 53 di hapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 53 

(1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf 

b meliputi: 

a. jenis kegiatan usaha penyewa; 

b. bentuk kelembagaan penyewa; dan 

c. periodesitas Sewa. 

(2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dalam persentase. 

(3) Dihapus. 

 

14. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 55A, 

Pasal 55B dan Pasal 55C sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 55A 

(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ditetapkan sebesar 

100% (seratus persen). 

(2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat 

(1), dikecualikan terhadap: 

a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai ASN; atau 

b. pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil. 

(3) Faktor penyesuai Sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55A ayat (2) sebesar: 

a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder; 

b. 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer; atau 

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan 

berskala mikro dan kecil. 

(4) Dalam hal objek sewa Barang Milik Daerah berupa rumah produksi 
bersama dari hasil tugas pembantuan, faktor penyesuai sewa sebesar 

0% (nol persen) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. mitra pemanfaatan merupakan koperasi yang telah terdaftar 
sebagai pengelola rumah produksi bersama sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. belum menghasilkan laba bersih; dan 

c. mitra pemanfaatan koperasi menyampaikan laporan keuangan 
yang telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

(5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha 
nonbisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) ditetapkan 

sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh 

persen). 

 

 



 

 

 

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A 

ayat (5) adalah terhadap: 

a. peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/Pengguna 

Barang untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuai 
Sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) serta pada saat 

pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupa 
surat pernyataan inisiasi dari Pengelola Barang/Pengguna Barang; 

atau 

b. sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan anggota keluarga Pegawai ASN dan pegawai penunjang, 

faktor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 
serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen 

pendukung berupa surat pernyataan dari Pengguna Barang. 

(7) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha 

sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (3) sebesar 2,5% 
(dua koma lima persen) dengan menyertakan dokumen pendukung 
dari instansi dan/atau pihak terkait yang paling sedikit menjelaskan 

jenis kegiatan usaha yang dijalankan berupa jenis kegiatan sosial pada 

saat mengajukan permohonan. 

(8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A 
ayat (7) adalah untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah 

beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan. 

(9) Besaran faktor penyesuai Pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan 
berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang 

peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (8) sebesar 

0 % (nol persen). 

(10) Kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan 
prasarana penunjang peribadatan dengan besaran faktor penyesuai 

sebesar sebesar 0 % (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

55A ayat (9), dilakukan tanpa Penilaian. 

(11) Pembayaran uang Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dengan jangka waktu Sewa 

lebih dari 1 (satu) tahun sebagai berikut: 

a. sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa yang 

dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa; 

b. sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk pembayaran Sewa 
yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 2 

(dua) tahun; 

c. sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran 
Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka 

waktu 3 (tiga) tahun; 

d. sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran Sewa 

yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 4 

(empat) tahun; 

e. sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran 

Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka 

waktu 5 (lima) tahun; 

 

 



 

 

 

f. sebesar 140% (seratus empat puluh persen) untuk pembayaran 
Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka 

waktu 6 (enam) tahun; 

g. sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) untuk 
pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang 

berjangka waktu 7 (tujuh) tahun;  

h. sebesar 150% (seratus lima puluh persen) untuk pembayaran Sewa 

yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 8 

(delapan) tahun; 

i. sebesar 155% (seratus lima puluh lima persen) untuk pembayaran 

Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka 

waktu 9 (sembilan) tahun; dan 

j. sebesar 160% (seratus enam puluh persen) untuk pembayaran 
Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun. 

(12) Dalam hal besaran faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol persen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (4) maka dilakukan 

tanpa Penilaian. 

Pasal 55B 

(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur transportasi 

sebesar: 

a. 1% (satu persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) untuk 

pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan/atau danau; dan 

b. 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) untuk 

bandar udara, terminal, dan perkeretaapian. 

(2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur jalan sebesar 7% 

(tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen). 

(3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk Infrastruktur sumber daya air 

dan pengairan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima 

puluh persen). 

(4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur air minum sebesar 

5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen). 

(5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur air limbah sebesar 

5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). 

(6) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur telekomunikasi 

dan informatika sebesar 4% (empat persen) sampai dengan 16% (enam 

belas persen). 

(7) Dalam hal objek Sewa berupa tanah tidak tersedia sarana/jalur 

jaringan utilitas terpadu, besaran faktor penyesuai untuk 

infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 0% (nol persen). 

(8) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur ketenagalistrikan 

sebesar: 

a. 0% (nol persen) untuk pembangkit listrik: 

b. 1% (satu persen) untuk pembangkit listrik selain sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a; 

 

 

 



 

 

 

c. 1% (satu persen) untuk jaringan transmisi tenaga Listrik; dan 

d. 0% (nol persen) untuk jaringan distribusi tenaga listrik. 

(9) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur sarana 

persampahan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua 

puluh persen). 

(10) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur minyak dan/atau 
gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 90% 

(sembilan puluh persen). 

(11) Dalam hal besaran faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf a, dan huruf 

d, dilakukan tanpa Penilaian. 

 

Pasal 55C 

(1) Dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat menetapkan besaran faktor 

penyesuai Sewa dengan persentase tertentu berdasarkan permohonan: 

a. penyewa kepada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah 

pada Pengelola Barang; atau 

b. penyewa kepada Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah 

pada Pengguna Barang. 

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penugasan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. bencana alam; 

c. bencana non alam; atau 

d. bencana sosial. 

(3) Besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% 

(lima puluh persen). 

(4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b sampai dengan huruf d, besaran faktor penyesuai dengan 
persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 

sejak ditetapkannya status bencana oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sampai dengan 2 (dua) tahun sejak status bencana 

dinyatakan berakhir. 

(5) Selain besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal kondisi bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Sewa berjalan yang 
telah lunas pembayaran uang sewanya dapat diberikan penambahan 

jangka waktu Sewa paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya 

jangka waktu Sewa. 

(6) Pelaksanaan penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dengan ketentuan: 

a. mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 

(3) dan ayat (4); 

 

 



 

 

 

b. penyewa tidak dikenakan kewajiban pembayaran Sewa selama 

masa penambahan jangka waktu Sewa; 

c. tidak ada perubahan pihak Penyewa; dan 

d. perubahan perjanjian Sewa yang ditandatangani para pihak yang 

terikat dalam perjanjian. 

(7) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), 

penyewa mengajukan permohonan yang dilampiri: 

a. surat pernyataan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan 

terdampak atas kondisi bencana; dan 

b. laporan keuangan dalam bentuk sederhana yang menggambarkan 

dampak atas kondisi bencana. 

 

15. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b diubah dan ditambahkan ayat 

(5), ayat (6), ayat (7), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 59 

(1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian Sewa 

yang ditandatangani oleh penyewa dengan: 

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengelola Barang; dan 

b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

(2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 

memuat: 

a. dasar perjanjian; 

b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

c. jenis, luas, atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; 

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan 

selama jangka waktu sewa; 

e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan 

kategori bentuk kelembagaan penyewa; 

f. hak dan kewajiban para pihak; dan 

g. hal lain yang dianggap perlu. 

(3) Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Perjanjian Sewa untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk 

akta notaris. 

(5) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya 

persetujuan Sewa. 

(6) Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani sampai berakhirnya 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sewa batal demi 

hukum. 

 



 

 

 

(7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa 

ditanggung penyewa. 

 

16. Ketentuan Pasal 60 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 60 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 60 

(1) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan 

seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah. 

(2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai 

sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah. 

(3) Selain pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus sebagaimana pada 
ayat (1), dalam hal pembayaran uang Sewa secara periodesitas 

dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (11). 

(4) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada 
bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening kas umum 

daerah. 

(5) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu 

dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

perjanjian Sewa. 

 

17. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 61 

(1) Selain penyetoran uang Sewa secara tunai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 60 ayat (2), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah 

dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola 

Barang atas: 

a. Sewa untuk penyediaan infrastruktur; dan/atau 

b. Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat 

khusus. 

(2) Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain Sewa 

Barang Milik Daerah yang nilai sewanya baru dapat ditentukan 

setelah pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut berjalan. 

(3) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaporkan kepada Gubernur. 

(4) Penyetoran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Sewa. 

(5) Pembayaran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dalam hal penyewa membuat surat pernyataan 

tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap. 

 

 

 



 

 

 

(6) Penyetoran uang sewa untuk penyediaan infrastruktur dilakukan 
secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

dilakukan dengan: 

a. pembayaran tahap pertama dilakukan paling lambat sebelum 

penandatanganan perjanjian dengan jumlah paling sedikit sebesar: 

1. 5% (lima persen) dari total uang Sewa; atau 

2. perhitungan uang Sewa untuk 2 (dua) tahun pertama dari 

keseluruhan jangka waktu Sewa; dan 

b. pembayaran tahap berikut sebesar sisanya dilakukan secara 

bertahap sesuai perjanjian. 

(7) Pembayaran uang Sewa tahap berikutnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan memperhitungkan nilai waktu 

dari uang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran Sewa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 

(8) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat meminta 

masukan dari Penilai. 

(9) Penyetoran uang Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan 

karakteristik/sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dilakukan secara bertahap sepanjang penyewa tidak memiliki 

kemampuan yang cukup dari aspek finansial dibuktikan dengan surat 

pernyataan dari penyewa. 

 

18. Ketentuan ayat (3) Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 62 

(1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dapat diperpanjang dengan 

persetujuan: 

a. Gubernur, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan 

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu 

Sewa kepada: 

a. Gubernur, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; dan 

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna 

Barang. 

(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan perpanjangan 

harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum 

berakhirnya jangka waktu Sewa. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan 

melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali. 

(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu Sewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme 

sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru. 

 



 

 

 

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 

a. karakteristik jenis infrastruktur; 

b. kebutuhan penyediaan infrastruktur; 

c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam 

peraturan perundang- undangan; dan 

d. pertimbangan lain dari Gubernur. 

 

19. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 67 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan 

dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 
untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari 

calon penyewa. 

(2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c, Pengelola 

Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang 
menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang diajukan untuk disewakan. 

(3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik 

untuk melakukan Penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar 
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 

disewakan. 

(4) Hasil Penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (1). 

(5) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh 

Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(6) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada 

APBD. 

(7) Dalam hal terdapat usulan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam 

waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa 
dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan 

pemeliharaan Barang Milik Daerah serta usulan Sewa yang paling 

menguntungkan Pemerintah Daerah. 

(8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan Sewa Barang Milik 

Daerah kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 68 diubah sehingga Pasal 

68 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 68 

(1) Gubernur memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang 
diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian 

kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (8). 

(2) Apabila Gubernur tidak menyetujui permohonan tersebut, Gubernur 

menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan 

permintaan Sewa dengan disertai alasan. 

(3) Apabila Gubernur menyetujui permohonan tersebut, Gubernur 

menerbitkan surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan. 

(4) Surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

sedikit memuat: 

a. data Barang Milik Daerah yang akan disewakan; 

b. data penyewa; dan 

c. data Sewa, antara lain: 

1. besaran Sewa; dan 

2. jangka waktu 

(5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa 

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan 
nilai hasil perhitungan berdasarkan tarif pokok Sewa dan faktor 

penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. 

(6) Apabila usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa lebih 
besar dari hasil perhitungan besaran Sewa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41, maka besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat 

persetujuan Sewa sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa. 

 

21. Ketentuan ayat (4) Pasal 70 diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 70 

(1) Pengajuan permohonan Sewa oleh calon penyewa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 berlaku mutatis mutandis 
terhadap pengajuan permohonan Sewa oleh calon penyewa pada 

Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 
permohonan Sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(3) Pengguna Barang melakukan Penilaian terhadap Barang Milik Daerah 

berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah 

dan/atau bangunan yang akan disewakan. 

 

 

 

 



 

 

 

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh: 

a. penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk Barang Milik Daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan; atau 

b. tim yang ditetapkan oleh Gubernur atau menggunakan Penilai, 
untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau 

bangunan. 

(5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil Penilaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang 
mengajukan usulan permohonan Sewa Barang Milik Daerah kepada 

Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan. 

 

22. Ketentuan ayat (3) huruf b dan ayat (4) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 73 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 
yang diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

70 ayat (5). 

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang 

yang mengajukan Sewa. 

(3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan 

Penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai Sewa apabila 

Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa: 

a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak 

mencerminkan kondisi peruntukan Sewa; atau 

b. estimasi besaran Sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan 

kondisi pasar. 

(4) Hasil Penilaian berupa nilai wajar atas nilai Sewa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dalam penghitungan 

besaran Sewa. 

(5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan Barang Milik 
Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang 

melakukan penelitian atas besaran Sewa yang diusulkan oleh 

Pengguna Barang. 

(6) Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan berpedoman pada standar Penilaian dan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

(7) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan 
oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran Sewa. 

(8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada 

APBD. 

 

 

 

 



 

 

 

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 74 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 74 

(1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan 
Sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 70 ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan kajian kelayakan 

penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (7). 

(2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pengelola Barang mengajukan penetapan besaran Sewa kepada 

Gubernur dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan 

penyewaan. 

 

24. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 75 

(1) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Sewa yang 
diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 

ayat (5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang 

mengajukan permintaan Sewa dengan disertai alasan. 

(2) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan Sewa yang 
diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 

ayat (5), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan 

Barang Milik Daerah. 

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

memuat: 

a. data barang milik daerah yang akan disewakan; 

b. data penyewa; dan 

c. data Sewa, antara lain : 

1. besaran Sewa; dan 

2. jangka waktu, termasuk periodesitas Sewa. 

(4) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak 

disertai data calon penyewa, maka persetujuan Sewa tidak perlu 
disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b. 

(5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan berupa 

sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau 
bangunan merupakan hasil perhitungan tarif pokok Sewa dan faktor 

penyesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. 

(6) Dalam hal usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa 
dan/atau Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan besaran 

Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka besaran Sewa yang 
dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa sebesar usulan besaran 

Sewa dari calon penyewa dan/atau Pengguna Barang. 

 

 

 



 

 

 

25. Ketentuan Pasal 83 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 

83 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 83 

(1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan. 

 

(2) Pelaksana pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh : 

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengelola Barang; dan 

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

(3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah 

mendapatkan persetujuan Gubernur. 

(4) Format Surat Persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini. 

 

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 87 diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 87 

(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta 

ditandatangani oleh: 

a. peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah 

yang berada pada Pengelola Barang; dan 

b. peminjam pakai dan Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah 

yang berada pada Pengguna Barang. 

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. dasar perjanjian; 

c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; 

d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka 

waktu; 

e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan 

pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; 

f. hak dan kewajiban para pihak; dan 

g. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

27. Ketentuan ayat (1) Pasal 91 diubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 91 

(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang berada pada 
Pengelola Barang dituangkan dalam perjanjian Pinjam Pakai antara 

Pengelola Barang dengan peminjam pakai. 

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti 

dengan penyerahan objek Pinjam Pakai dari Pengelola Barang kepada 
peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima 

(BAST). 

 

28. Ketentuan ayat (1) Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 97 

(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang berada pada 
Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian Pinjam Pakai antara 

Pengguna Barang dengan peminjam pakai. 

(2) Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditindaklanjuti dengan penyerahan objek Pinjam Pakai dari Pengguna 

Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara 

Serah Terima (BAST). 

(3) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai wajib memelihara 
dan mengamankan objek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai. 

(4) Sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus 
memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau 

memperpanjang Pinjam Pakai. 

(5) Dalam hal Pinjam Pakai akan diperpanjang, peminjam pakai 

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai 

kepada Pengguna Barang. 

(6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan 

perpanjangan Pinjam Pakai kepada Gubernur melalui Pengelola 

Barang. 

(7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan Pinjam Pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: 

a. surat persetujuan Pinjam Pakai sebelumnya dari Gubernur; 

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek Pinjam Pakai 
masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 

Pemerintah Pusat/Pemerintahan Daerah lainnya; dan 

c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan 

Pinjam Pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal Pinjam Pakai 

dilaksanakan oleh Pengguna Barang. 

 

 

 

 



 

 

 

29. Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf b, dan ayat (4) Pasal 100 diubah, 

sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 100 

(1) KSP atas Barang Milik Daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia 
atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya 

operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan 

terhadap Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan. 

(2) Mitra KSP dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah 

yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. 

(3) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) memiliki karakteristik: 

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan; 

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara 

udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan 

umum, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk; 

c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan 

perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau 

d. barang lain yang ditetapkan Gubernur 

(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Daerah yang 
bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan badan 
usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha 

milik negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang 
mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal 

negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang 
memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama 
jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor 

pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah. 

(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian Pemerintah Daerah, 
harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang 

dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima Pemerintah 

Daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP. 

 

30. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 102 diubah dan ketentuan ayat (2) 
dihapus dan ketentuan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga pasal 

102 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 102 

(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah: 

a. Pengelola Barang dengan persetujuan gubernur/ bupati/wali kota, 
untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; 

atau 

 



 

 

 

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Gubernur, untuk Barang 

Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

(2) dihapus. 

(3) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP Barang Milik Daerah meliputi: 

a. badan usaha milik negara; 

b. badan usaha milik daerah; 

c. badan usaha milik desa; dan/atau 

d. swasta, selain perorangan. 

 

31. Ketentuan Pasal 104 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) 

sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 104 

(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan 

fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. 

(2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

antara lain: 

a. peralatan dan mesin; 

b. jalan, irigasi, dan jaringan; 

c. aset tetap lainnya; dan 

d. aset lainnya. 

(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari 

pelaksanaan KSP. 

(4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik 
Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian 

atau pada saat berakhirnya perjanjian. 

(5) Mitra KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) selama 

jangka waktu pengoperasian harus mengasuransikan: 

a. objek KSP berupa bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1); dan 

b. hasil KSP berupa gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas 

yang diadakan oleh mitra KSP. 

(6) Biaya yang timbul akibat mengasuransikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) menjadi beban mitra KSP. 

 

32. Ketentuan Pasal 107 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga 

Pasal 107 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 107 

(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 

ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(2) Dalam hal KSP atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan 

infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun 

sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

 



 

 

 

(3) Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

penyediaan infrastruktur. 

 

33. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 

110A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 110A 

(1) Dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat menetapkan besaran faktor 
penyesuai untuk kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
110 ayat (1) huruf a dengan persentase tertentu, berdasarkan 

permohonan mitra KSP. 

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penugasan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. bencana alam; 

c. bencana nonalam; atau 

d. bencana sosial. 

(3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebesar 1 % (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen). 

(4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b sampai dengan huruf d, besaran persentase tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak ditetapkannya 
status bencana oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 
sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak status bencana 

dinyatakan berakhir. 

(5) Terhadap kontribusi tetap yang telah lunas pembayarannya, besaran 

persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan 

pada pembayaran kontribusi tetap berikutnya. 

(6) Permohonan mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

kepada Gubernur dengan melampirkan paling sedikit: 

a. alasan dan pertimbangan pengajuan; 

b. usulan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan 

persentase tertentu; 

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari surat pernyataan 
tanggung jawab mutlak dari mitra KSP terkait kondisi tertentu; 

dan 

d. laporan keuangan proyek KSP yang diaudit oleh auditor 

independen 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak pelaksanaan KSP. 

(7) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan mitra 

KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
Gubernur menyetujui dan menetapkan besaran faktor penyesuai 

untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu. 

 

 

 

 



 

 

 

34. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 112 

(1) Besaran kontribusi tetap mempertimbangkan: 

a. nilai wajar/taksiran Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP; 

dan 

b. kelayakan bisnis atau kondisi keuangan mitra KSP. 

(2) Perhitungan besaran kontribusi tetap dapat mempertimbangkan 

manfaat ekonomi dan/atau sosial yang diperoleh dari hasil analisis 

Penilai. 

(3) Besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Gubernur dari hasil perhitungan tim dengan 

mempertimbangkan analisis Penilai dan proposal kelayakan bisnis. 

(4) Nilai wajar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan berdasarkan hasil Penilaian oleh Penilai Pemerintah atau 

Penilai Publik. 

(5) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 

untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan 

dalam hal dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur. 

(6) Dalam hal terdapat nilai Barang Milik Daerah yang berbeda dengan 
nilai wajar/nilai taksiran hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

digunakan nilai wajar/nilai taksiran hasil Penilaian. 

 

35. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 113 

(1) Besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 

(1) meningkat setiap tahun. 

(2) Peningkatan besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan 

memperhatikan estimasi tingkat inflasi. 

(3) Besaran peningkatan kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan 

dituangkan dalam perjanjian KSP. 

 

 

36. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 114 diubah dan ditambahkan ayat (1) 

huruf d, ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 114 

(1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 

a. nilai investasi Pemerintah Daerah; 

b. nilai investasi mitra KSP; 

 

 



 

 

 

c. risiko yang ditanggung mitra KSP; dan 

d. kelayakan bisnis mitra. 

(2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan oleh Gubernur dari hasil perhitungan tim 

berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil Penilaian. 

(3) Besaran nilai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar/nilai taksiran 

Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a. 

(4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP. 

(5) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dari: 

a. pendapatan/Penjualan; 

b. laba sebelum bunga dan pajak; 

c. laba bersih; atau 

d. arus kas bersih kegiatan dan investasi. 

(6) Dalam hal terdapat perubahan investasi oleh Pemerintah Daerah, 
besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditinjau 

kembali oleh Gubernur. 

 

37. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 117 

(1) Dalam hal mitra KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan 
infrastruktur berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang 
diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara 
penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik 
negara dan perseroan terbatas, kontribusi tetap dan pembagian 

keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh 
persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

106 ayat (5). 

(2) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan 

keuangan mitra KSP. 

(3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

38. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3), ayat (4) diubah dan 
ditambahkan, ayat (2) huruf d, ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 120 

sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 120 

(1) KSP berakhir dalam hal: 

a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian; 

b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur atau 

Pengelola Barang; 

c. terjadi ketidaksesuaian sebagaimana yang tertuang dalam klausul 

pada perjanjian; atau 

d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat 

dilakukan dalam hal mitra KSP: 

a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-

turut; 

b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun 

berturut-turut sesuai perjanjian KSP; 

c. tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana yang tertuang 

dalam perjanjian KSP sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak 

penandatangan perjanjian; dan/atau 

d. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian KSP. 

(3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
Gubernur atau Pengelola Barang secara tertulis tanpa melalui 

pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan 

peringatan/pemberitahuan tertulis kepada mitra. 

(4) Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dan huruf c, Gubernur membentuk tim untuk melakukan 

evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra KSP. 

(5) Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Gubernur memperoleh hasil 

reviu aparat pengawasan intern pemerintah. 

(6) Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dan huruf c maka: 

a. seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan 
dilakukannya pengakhiran KSP sepenuhnya menjadi beban mitra 

KSP; dan/atau 

b. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra 

baru. 

(7) Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

 

 

 



 

 

 

39. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5) Pasal 127 diubah dan ditambahkan 1 

(satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 127 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b 
diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari 

Gubernur. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. latar belakang permohonan; 

b. rencana peruntukan KSP; 

c. jangka waktu KSP; dan 

d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: 

a. data calon mitra KSP; 

b. proposal rencana usaha KSP; 

c. data Barang Milik Daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan 

d. surat pernyataan dari Pengguna Barang. 

(4) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf d menegaskan bahwa: 

a. Barang Milik Daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang 
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; 

dan 

b. pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah tidak akan mengganggu 

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. 

(5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP 
melalui mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 100 ayat (4), pengajuan permohonan dari Pengguna 
Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disertai data calon mitra KSP. 

(6) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: 

a. nama; 

b. alamat; 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 

d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin 
Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP 

yang berbentuk badan hukum/badan usaha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

40. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 139 diubah, 

sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 139 

(1) Persetujuan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 138 ayat (1) diberikan oleh Gubernur berdasarkan laporan 

panitia pemilihan mitra dan laporan tim KSP dengan 

mempertimbangkan hasil Penilaian. 

(2) Dalam hal Gubernur tidak menyetujui permohonan KSP tersebut, 
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai 

dengan alasan. 

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Gubernur dengan menerbitkan surat persetujuan. 

(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memuat: 

a. objek KSP; 

b. peruntukan KSP; 

c. nilai Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran 

nilai investasi pemerintah; 

d. minimal besaran kontribusi tetap; 

e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan 

f. jangka waktu KSP. 

(5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), Gubernur menetapkan keputusan pelaksanaan KSP. 

(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 
ayat (1) menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 

(satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan 

KSP. 

(7) Surat persetujuan KSP dari Gubernur dinyatakan tidak berlaku 
apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak 

ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP. 

(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran 

kontribusi tetap tahun pertama. 

 

41. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 144 diubah, sehingga Pasal 144 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 144 

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1). 

(2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan 

perpanjangan jangka waktu KSP kepada Gubernur. 

 

 



 

 

 

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilampirkan: 

a. proposal perpanjangan KSP; 

b. data dan kondisi objek KSP; dan 

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

dalam 5 (lima) tahun terakhir. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Gubernur menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu 

KSP, Gubernur: 

a. membentuk tim KSP; dan 

b. melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan 

Penilaian. 

 

42. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 145 

(1) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (4) huruf a 

bertugas antara lain: 

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 

keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan 

mempertimbangkan hasil Penilaian; dan 

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur. 

(2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas kepada Gubernur. 

(3) Dalam hal hasil pelaksanaan tugas tim KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka 

waktu KSP tidak dapat disetujui, Gubernur menerbitkan surat 
penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada 

mitra KSP disertai dengan alasan. 

(4) Dalam hal hasil pelaksanaan tugas tim KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka 

waktu KSP dapat disetujui, Gubernur menerbitkan surat persetujuan 

perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP. 

(5) Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim KSP menyusun perjanjian 

perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis 

yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

43. Ketentuan ayat (2) Pasal 146 diubah sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 146 

(1) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (4) huruf b 
bertugas melakukan penghitungan nilai Barang Milik Daerah yang 

akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap, dan persentase 

pembagian keuntungan KSP. 

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan 

Penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur. 

 

44. Ketentuan ayat (1) Pasal 148 diubah sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 148 

(1) Dalam hal Gubernur tidak menyetujui permohonan perpanjangan 

jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut fasilitasnya 
diserahkan kepada Gubernur atau Pengelola Barang pada saat 
berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian 

KSP. 

(2) Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima 

(BAST) antara mitra KSP dengan: 

a. Gubernur, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; atau 

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

 

45. Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (2) Pasal 149 diubah, sehingga Pasal 

149 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 149 

(1) BGS/BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan 

fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk 
kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi; dan 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 

penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. 

(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil 
pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan persetujuan 

bangunan gedung atau dengan nama lain atas nama Pemerintah 

Daerah. 

(3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau 
Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG 

dibebankan pada APBD. 

 

 



 

 

 

(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra 
BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra 

yang bersangkutan. 

(5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan 
daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum 

Daerah. 

(6) BGS/BSG Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 

Gubernur. 

46. Ketentuan angka 2 huruf c ayat (1) Pasal 151 diubah sehingga Pasal 151 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 151 

(1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka 

waktu pengoperasian: 

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap 

tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan; 

b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan 

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: 

1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG; 

2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS 
yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau 

3. hasil BSG. 

(2) Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS 

kepada Gubernur pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah 

dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 

 

47. Setelah ayat (3) Pasal 154 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan 

ayat (5) sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 154 

(1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra 

BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG. 

(2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), antara lain: 

a. peralatan dan mesin; 

b. jalan, irigasi dan jaringan; 

c. aset tetap lainnya; dan 

d. aset lainnya. 

(3) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya 

perjanjian. 

 



 

 

 

(4) Mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian harus 
mengasuransikan gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang 
diadakan oleh mitra BGS/BSG yang merupakan hasil BGS/BSG 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Biaya yang timbul akibat mengasuransikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) menjadi beban mitra BGS/BSG. 

48. Ketentuan ayat (4) Pasal 163 diubah sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 163 

(1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat 

setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 162 ayat (2). 

(2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan 

memperhatikan tingkat inflasi. 

(3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan 

pelaksanaan BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian. 

(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh 
calon mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang 

dilakukan oleh Penilai, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan 
dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan 

dalam perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan 

dari calon mitra BGS/BSG. 

 

49. Di antara Pasal 163 dan Pasal 164 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 

163A sehingga berbunyi: 

Pasal 163A 

(1) Dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat menetapkan besaran faktor 

penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu, 

berdasarkan permohonan mitra BGS/BSG. 

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. bencana alam; 

b. bencana nonalam; atau 

c. bencana sosial. 

(3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen). 

(4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku 

sejak ditetapkannya status bencana oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak 

status bencana dinyatakan berakhir. 

(5) Terhadap kontribusi tetap yang telah lunas pembayarannya, besaran 

persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada 

pembayaran kontribusi tetap berikutnya. 

 

 



 

 

 

(6) Permohonan mitra BGS/BSG sebagaimana ayat (1) diajukan kepada 

Gubernur dengan melampirkan paling sedikit: 

a. alasan dan pertimbangan pengajuan; 

b. usulan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan 

persentase tertentu; 

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari mitra BGS/BSG 

terkait kondisi tertentu; dan 

d. laporan keuangan proyek BGS/BSG yang diaudit oleh auditor 
independen 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak pelaksanaan 

BGS/BSG. 

(7) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan mitra 

BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
Gubernur menyetujui dan menetapkan besaran faktor penyesuai 

untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu. 

 

50. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (3) Pasal 166 

diubah dan ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga 

Pasal 166 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 166 

(1) BGS/BSG berakhir dalam hal: 

a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian BGS/BSG; 

b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh 

gubernur/bupati/wali kota; 

c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG; atau 

d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang- undangan. 

(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Gubernur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra 
BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, antara lain: 

a. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 

(tiga) kali berturut-turut sesuai perjanjian BGS/BSG; 

b. mitra BGS/BSG tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana 
tertuang dalam perjanjian BGS/BSG sampai dengan 2 (dua) tahun 

terhitung sejak penandatanganan perjanjian; dan/atau 

c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian 

BGS/BSG. 

(3) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh Gubernur secara tertulis tanpa melalui pengadilan, 
setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis 

kepada mitra.  

 

 

 



 

 

 

(4) Dalam hal terjadi pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan huruf c, Gubernur membentuk tim untuk 
melakukan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra 

BGS/BSG. 

(5) Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Gubernur memperoleh hasil 

reviu aparat pengawasan intern pemerintah. 

(6) Dalam hal terjadi pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dan huruf c maka: 

a. seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan 

dilakukannya pengakhiran BGS/BSG sepenuhnya menjadi beban 

mitra BGS/BSG; dan/atau 

b. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra 

baru. 

(7) Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat. 

 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal 13 Maret 2025 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 

                       ttd 
                         

RIA NORSAN 

 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal 13 Maret 2025 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 
 
ttd 

 
HARISSON 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 10 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum 

 

 
Abussamah, S.STP.,M.AP. 

Pembina Tk. I (IV/b) 

19820416 200012 1 001 



 

 

 

Lampiran I 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR 10  TAHUN 2025 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

Format Surat Persetujuan Sewa Pada Barang Pengelola 
 

 
 

 
 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

Pontianak, .....................................                                 
 

Nomor : 000.2/......... /BKAD-E  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Persetujuan Sewa 

Yth ………… 
 

di  
 ……….. 

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor …………..tanggal ... perihal 
Usulan Persetujuan Sewa oleh ... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan 
pemanfaatan dalam bentuk sewa barang milik daerah prinsipnya dapat disetujui. 

Barang milik daerah yang akan dimanfaatkan sebagaimana permohonan 
Saudara dengan rincian sebagai berikut : 

Nama Barang : …………………………………. 
Luas/Merk : …………………………………. 
Keterangan : …………………………………. 
Kode Barang : …………………………………. 
Alamat : …………………………………. 

 
Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, untuk berpedoman 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentan Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Sewa dilakukan karena barang dimaksud benar-benar tidak digunakan untuk 
menunjang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 

2. Barang milik daerah (Tanah/Bangunan/Peralatan dan Mesin) tersebut akan 
dimanfaatkan sesuai dengan permohonan sebagai ……. 

3. Sewa dilaksanakan dalam waktu ……. tahun terhitung mulai tanggal perjanjian 
sewa antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan …….. dan dapat 
diperpanjang apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum menggunakan 
aset tersebut untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kedinasan; 

4. Pihak penyewa tidak dibenarkan untuk mengalihkan dan/atau merubah 
penggunaan barang milik daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain 



 

 

 

sesuai permohonan dan tidak dapat mengagunkan aset tersebut; 

5. Pihak Penyewa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aset yang digunakannya 
untuk tetap terpelihara keamanan serta menjaga kebersihan disekitarnya, serta 
biaya yang timbul atas penggunaanya; 

6. Apabila telah berakhir masa sewa, Pihak Penyewa wajib untuk menyerahkan 
kembali tanpa ganti rugi apapun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 

7. Sewa aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada ........ dilaksanakan 
dengan penandatanganan Perjanjian Sewa oleh Pengelola Barang dengan ... 
(pihak penerima sewa); 

8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas kepada 
Gubernur Kalimantan Barat 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 

 

           ………………………….. 
 

 

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124 

Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062. Laman www.kalbarprov.go.id 

 

 
 

 

 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 
 

                      ttd 
 

RIA NORSAN 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.kalbarprov.go.id/


 

 

 

 

Lampiran II 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 10 TAHUN 2025 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 

TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
Format Surat Persetujuan Sewa Pada Barang Pengguna 
 

 PEMERINTAH  PROVINSI  KALIMANTAN  BARAT 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124 

Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062 

Laman https://www.kalbarprov.go.id, Pos-el: setda@kalbarprov.go.id 

         Pontianak, ...................................                             
 

Nomor : 000.2/ ...... /BKAD-E  
Sifat : ......  
Lampiran : ......  
Hal : Persetujuan Sewa 

Yth ………… 
 

di  
 ……….. 

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor …………..tanggal ... perihal Usulan 
Persetujuan Sewa oleh ... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan pemanfaatan 
dalam bentuk sewa barang milik daerah prinsipnya dapat disetujui. 

Barang milik daerah yang akan dimanfaatkan sebagaimana permohonan 
Saudara dengan rincian sebagai berikut : 

Nama Barang : …………………………………. 
Luas/Merk : …………………………………. 
Keterangan : …………………………………. 
Kode Barang : …………………………………. 
Alamat : …………………………………. 

 
Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, untuk berpedoman 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentan Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Sewa dilakukan karena barang dimaksud benar-benar tidak digunakan untuk 
menunjang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 

2. Barang milik daerah (Tanah/Bangunan/Peralatan dan Mesin) tersebut akan 
dimanfaatkan sesuai dengan permohonan sebagai ……. 

3. Sewa dilaksanakan dalam waktu ……. tahun terhitung mulai tanggal perjanjian 
sewa antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan …….. dan dapat 
diperpanjang apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum menggunakan 
aset tersebut untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kedinasan; 

4. Pihak penyewa tidak dibenarkan untuk mengalihkan dan/atau merubah penggunaan 
barang milik daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain sesuai permohonan 
dan tidak dapat mengagunkan aset tersebut; 

5. Pihak Penyewa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aset yang digunakannya 

https://www.kalbarprov.go.id/


 

 

 

untuk tetap terpelihara keamanan serta menjaga kebersihan disekitarnya, serta 
biaya yang timbul atas penggunaanya; 

6. Apabila telah berakhir masa sewa, Pihak Penyewa wajib untuk menyerahkan 
kembali tanpa ganti rugi apapun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 

7. Sewa aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada ........ dilaksanakan 
dengan penandatanganan Perjanjian Sewa oleh Pengguna Barang dengan ... (pihak 
penerima sewa); 

8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas kepada Gubernur 
Kalimantan Barat 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

………………………….. 
 

 

 

 

 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 
                       ttd 

 

RIA NORSAN 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

Lampiran III 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 10 TAHUN 2025 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 

TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
Format Surat Persetujuan Pinjam Pakai Pada Barang Pengelola/Pengguna 

 

 

 

 
 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

Pontianak, .....................................                                 
 

Nomor : 000.2/....... /BKAD-E  
Sifat : .......  
Lampiran : .......  
Hal : Persetujuan Pinjam Pakai 

Yth ………… 
 

di  
 ……….. 

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor …………..tanggal ... perihal 
Permohonan Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai 
barang milik daerah prinsipnya dapat disetujui. 

Barang milik daerah yang akan dimanfaatkan sebagaimana permohonan 
Saudara dengan rincian sebagai berikut : 

Nama Barang : …………………………………. 
Luas/Merk : …………………………………. 
Keterangan : …………………………………. 
Alamat : …………………………………. 
Kode Barang : …………………………………. 

 
Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, untuk berpedoman 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentan Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Barang milik daerah (Tanah/Bangunan/Peralatan dan Mesin) tersebut akan 
dimanfaatkan sesuai dengan permohonan sebagai ……. 

2. Jangka waktu pinjam pakai dilaksanakan dalam waktu ……. tahun terhitung mulai 
tanggal perjanjian antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan …….. dan 
dapat diperpanjang apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum 
menggunakan aset tersebut untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 
kedinasan; 

 

 



 

 

 

 

3. Penerima Persetujuan tidak dibenarkan untuk mengalihakan dan/atau merubah 
penggunaan barang milik daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain 
sesuai permohonan dan tidak dapat mengagunkan aset tersebut; 

4. Pihak Penerima Persetujuan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aset yang 
digunakannya untuk tetap terpelihara keamanan serta menjaga kebersihan 
disekitarnya, serta biaya yang timbul atas penggunaanya; 

5. Pelaksanaan lebih lanjut terhadap surat persetujuan ini akan diatur dalam 
perjanjian antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan ……..  paling 
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat persetujuan ini; 

6. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan perjanjian sebagaiman dimaksud angka 
5 (lima) belum ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka surat persetujuan ini 
dinyatakan tidak berlaku lagi; 

7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas kepada 
Gubernur Kalimantan Barat 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 

 

           ………………………….. 
 

 

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124 

Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062. Laman www.kalbarprov.go.id 

 

 
 

 

 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 
                      ttd 

 

RIA NORSAN 
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